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PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMOR I? TAI{UN A.2I

TEI{:TANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KER.'A DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN

PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURIIIORE.IO

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORF^IO,

bahwa untuk ketentuan Pasal 10
Peraturan Daerah l(abupaten Rlrrorejo Nomor 4 Tahun
2O2L tentarry Per-nbentukan dan Susunan
Daerah perlu
Peraturan Bupati Kedudukan, Susunan

Tugas
tentang

dan F trngsi, serta Tata Kerja Dinas
Sosial, Penduduk, dan Keluarga

paten

Mengingat : 1. Dasar Negara

tentang
Dalam
Negara

2. 1950

Propinsi Jawa Tengah
Indonesia Tahun 1950 Nomor

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Daerah Negara

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Irmbaran Republik Indonesia Nomor
qt telah diubah beberapa

omor 11
kali

a2l;
20t4

ss87),
teral(hir

dengan U
tentang
Indonesia
kmbaran

4. Peraturan

iN Tahun 2O2O
(Irmbaran Negara

2020 Nomor 245,
Negara Indonesia Nomor 6573);

Nomor 18 Tahun 2016 ten
Daerah (kmbaran Negara

Tahun 2Ot6 Nomor Il4,Indonesia
L€mbaran

Perubahan
Tahun 2016

N Nomor 5887),
Peraturan

Nomor 72 Tahun 2OL9 tentang
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Daerah
2019 Nomor 187,

[.embaran Negara Republik Indonesia

I
LT.|0t ?(

17
b\4 v 9n

Nomor 6402);
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun
2O19 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19
Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (tembaran
Daerah l(abupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Nomor 4).

MEMUTUSKAN

PERATURAN
SUSUNAN O

TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI TATA

KER.'A DINAS SOSI,AL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
DAN KELUARGA BERENCANA
PURWORF^IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Daerah adalah Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Daerah yang Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Sosial, dan Keluarga Berencana

yang selanjutnya disingkat DINSOSDALDUKKB, adalah Dinas

2.

Sosial, Berencana
Kabupaten

6. Kepala Dinas Sosial, Keluarga
Berencana, yang selanju tnya disebut Kepa.la DINSOSDALDUKKB,
adalah Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana Kabupaten Purrvorejo.

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINSOSDALDUKKB.

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan Keluarga

Penduduk, dan
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8. Sekretaris Dinas Sosial,
Berencana Kabupaten

Penduduk, dan Keluarga
Purworejo. selanjutnya disebut

Sekretaris, adalah Sekretaris Dinas
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pus,orejo.

9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada D
10.KepaLa Subbagian adalah Kepala Subbagian pada

1 1. Subkoordinator fungsional ahli muda yang diberikan
dan sertatugas

bidang
FEEUEE

tugasnya dalam suatu satuan kerja diahrr
dalam peraturan penrndang-undangan tentang organisasi dan tata

instansi

kerja instansi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit

kerja pada DINSOSDALbUKKB yang melaksanakan kegiatan teknis
opiraiional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada
Dinas.

13.

14.

15.

t6.

(1) D

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagan Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

INSOSDALDUKKB berkedudukan di bawah dan
jawab kepada
Purworejo.

Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

(2) DINSOSDALDUKKB dipimpin oleh Kepala DINSOSDALDUKKB'

Bagian kedua
Tugas

Pasal 3

DINSOSDALDUKKB mem tugas membantu BuPati dalam
melaksanakan urusan bidang sosial serta

berencana sesuai dengan kewenangan

3
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Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
DINSOSDALDUKKB menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebiiakan teknis bidang pemberdayaan sosial,

perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan
warga Negara migran korban tindak kekerasan, penanganan bencana
dan pengelolaan taman makan pahlawan, pengendalian penduduk
dan pemberdayaan peningkatan keluarga sejahtera, serta keluarga
berencana;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial,
perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan
warga Negara migran korban tindak kekerasan, penanganan
bencana dan pengelolaan taman makan pahlawan, pengendalian
penduduk dan pemberdayaan peningkatan keluarga sejahtera, serta
keluarga berencana;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial,
perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan
warga Negara migran korban tindak kekerasan, penErngan€n
beniana dan pengelolaan taman makan pahlawan, pengendalian
penduduk dan pemberdayaan peningkatan keluarga sejahtera, serta
keluarga berencana;

d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada
seturutr unit organisasi di lingkungan DINSOSDALDUKKB; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi DINSOSDALDUKKB, terdiri atas:
a. Kepala DINSOSDALDUKKB;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
d. Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran

Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;

e. Biding Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan
Keluarga Sejahtera;
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f. Bidang Keluarga Berencana;
g. UPT; dan
h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi DINSOSDALDUKKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DINSOSDALDUKKB

Kepala DINSOSDALD

Pasal 6

UKKB sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat
(1) huruf a mempunyai tugas tugas dan fungsi
DINSOSDALDUKKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala DINSOSDALDUKKB.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi dalam perumusan
kebijakan teknis dan
memberikan dukungan

tugas bidang, serta
administrasi pada seluruh unit organisasi di

lingkungan DINSOSDALDUKKB.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8,

Sekretariat menyelenggarakan fu ngsi:
penlnapan penunusan kebiiakan teknis;

tugas bidang secara terPadu;
pelayanan dan pengendalian

administrasi perencanaan;
pelayanan dan pengendalian

administrasi keuangan;
pelayanan dan pengendalian

, yang meliputi umum dan kepegawaian; dan
tugas kedinasan lain yang diberilen oleh Kepala

sesuai dengan tugas dan fungsi.

a.
b.
c.

d.

e.

f.

#11 V^1.alg2

DIDNSOSDALDUKKB
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Pasal 1O

(1) Sekretariat, membawahkan:
a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
kepada Sekretaris.

Pasal 11

jawab

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan kebijakan teknis, pelayanan dan

administrasi perencanaan meliputi :

perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;a.
b. men5rusun perjanjian kinerja; dan
c. melaksanakan tuga.s kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Keuangan mempunyar tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebiliakan teknis, pelayanan dan

administrasi keuangan, yang meliputi :

administrasi keuangan; dana.
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

penyiapan bahan
pelayanan dan
yang meliputi :

(1) Bidang

tugas melakukan
kebljakan teknis,

administrasi barang milik daerah;
administrasi umum;

barang milik daerah;
jasa penunjang urusan;

barang milik daerah;
administrasi ; dan

melaksanaan tugas kedinasan lain yang berikan oleh Sekretaris
sesuai tugas jabatannya.

Bagan Keempat
Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 14

dan
umum dan kepegawaian,

dan Jaminan
di bawah dan bertanggung jawab kePada

Sosial
Kepala

DINSOSDALDUKKB.

6
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(21 Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin
oleh Bidang.

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal L4 ayat
bahan perumusan kebiiakan

Bidang Pemberdayaan,
menyelenggarakan fu ngsi:

punyal tugas
melakanakan

dan Jaminan Sosial

dan

yang diberikan oleh Kepala
fungsi.

dan Jaminan Sosial
sesuai ruang

jawab kepada Bidang

sosial, yang

(1) mem
teknis,

membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan
sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,

a. penyiapan perumusan kebiiakan teknis, koordinasi,

kedinasan lain
sesuai tugas dan

pelaksanaan ttrgas bidang sosial;
b. penyiapan perumusan kebljakan teknis, dan

pengendalian pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan
sosial; dan

c. pelaksanaan tugas
DINSOSDALDUKKB

Pasal 17

dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional slbagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta

(1) Susunan Organisasi
dan Jaminan Sosial,

kegiatan
melalui

Bidang

lingkup tugasnya dan
Pemberdayaan

(4)

dengan
Kepala

)3(

Sosial serta pelindungan dan jaminan sosial.

dan
dan Jaminan Sosial.

Pasal 18

Subkoordinator Pemberdayaan Sosial tugas menyiapkan
bahan dan teknis serta

meliputi:
dalam daerah

Ua,II

a.
b.

melakukan bidang
a. melaksanakan koordinasi

berupa melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;

7
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b. melaksanakan potensi sumber kesejahteraan sosial
daera.l. kabupaten, meliputi:
1. melaksanakan peningkatan potensi pekerja sosial

masyarakat I(abupaten;
2. melaksanakan peningkatan kemampuan potensi tenaga

kesejahteraan sosial kecamatan
3. melaksanakan

Kabupaten;
potensi sumber

kesejahteraan sosial keluarga
4. melaksanakan peningkatan

kewenangan Kabupaten;
kemampuan potensi sumber

kesejahteraan sosial
I(abupaten; dan

masyarakat kewenangan

5. melaksanakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia
dan penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(LK3).

tugas kedinasan lain yang diberikan olehc
Bidang

Kepala

dengan tugas
Perlindungan dan Jaminan Sosial sesual

Pasal 19

Subkoordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas
bahan perumusan dan melaksanakan kebljakan teknis

serta melakukan pembinaan bidang perlindungan dan jaminan sosial,
yang meliputi:
a. melakukanpemeliharaan anak-anak terlantar, meliputi:

1. melaksanakan anak-anak terlantar;
2. menjadi rujukan anak-anak terlantar; dan
3. melaksanakan pemantaran terhadap pelaksanaan pemeliharaan

anak terlantar.
b. melakukan data fakir miskin cakupan daerah

kabupaten, meliputi:
fakir miskin cakupan daerah

2. melaksanakan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah

3. melaksanakan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
dan

fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi
masyarakat.

c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
dan Jaminan Sosial sesuaiBidang Pemberdayaan, Perlindungan

dengan tugas jabatannya.

Bidang Rehabilitasi Sosial,

Bagran Kelima

Penanganan Warga Negara Migran Korban

1.

4

Tindak Kekerasan,
Makam Pahlawan.
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(1) Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan
Taman Makam Pahlawan berkedudulran di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala DINSOSDALDUKKB.

(2) Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran' ' 
Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan
Taman Makam Pahlawan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 2O

Pasal 21

Pasal22

Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran I{orban
Ttndak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman
Mat<am Pahlawan sebagaimana dimaksud pada pasal 2O ayat (1)

mempunyai tugas menyiapkan bahan penrmusan kebliakan teknis,
melai<anakan lioordinasi, membina dan mengendalikan pelaksElnaan
tugas bidang rehabilitasi sosial, penanganan warga ne-gara migran
koiban tindak kekerasan, penanganan bencana dan pengelolaan taman
makam pahlawan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Yigran Korban
findak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman
Makam Pahlawan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan tgknis, k9o1dinas1, pembinaan dan

ircnleriaanrn pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial;
U. irenliapan penrmusan kebijakan telrr,ris, koordinasi, pembinaan dan

pengenaaUan pelaksanaan tugas bidang penanganan -warga negara
i"igr"" korban tindak kek?rasan, - penanganan bencana dan
pengelolaan taman makam pahlawan; dan-.-

".'p"Ut""tt"r, tugas taln yang diberikan oleh Kepala
bINSOspaloUKKB sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

(11 Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga
' Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penelganan -pen9an1

dai ienget"ota"n Taman Makam Pahlawan sebagaimana .dim3t<sud
dahm P;sal 5 Ayat (1) huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional'

(2) Jabatan Fungsional sebagair-nana aimat-sya pada ayat (f) dalam
'-' *"tut"*akai tuga" aai rungsi koordinasi serta pengelolaan

fegiatan Bidang -Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara

irriftarr- xo.urrr "tita* Kekerasan, Penanganan Bencana- dan

il-fferoraan Taman Makam pahlawan melalui penetapan sebagai

Subioordinator sesuai dengan ruang lingkup tug.aqyl qal
bertanggung jawab kepada Kgnala eja?og Rehabilitasr soslal'
i.n"t frtt"i ivarga t'tegara Mi&,t' Korban Tindak Kekerasan'
i"t "r!rrr"r, 

Bencana dai Pengelolaan Taman Makam Pahlawan'
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(3) Subkoordinator pada ayat{21terdiri dari:
a. Subkoordinator Rehabilitasi Sosial; dan
b. Subkoordinator Penanganan Warga Negara Migran Korban

Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan
Taman Makam Pahlawan.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dliabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
itau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Subkoordinator Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta
melakukan pembinaan bidang rehabilitasi sosial, yang meliputi:
a. melakukan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas

terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan
pengemis di luar panti sosial, meliputi:
1. melaksanakan penyediaan permakanan;
2. melaksanakan penyediaan sandang;
3. melaksanakan penyediaan alat bantu;
4. melaksanakan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
5. melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan

sosial;
6. melaksanakan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga

penyandang disabi[tas terlantar, anak terlantar, lanjut usia
tedantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat; ,

7. melaksanakan fasititasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan,
Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;

8. melaksanakan pemberian akses ke layanan pendidikan dan
kesehatan dasar;

9. melaksanalran pemberian Layanan data dan pengaduan;
LO. melaksanakan pemberian Layanan kedaruratan;
11. melaksanakan pemberian pelayanan penelusuran keluarga; dan
12. melaksanakan pemberian layanan rujukan'

b. Melakukan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan- 
sosial (PMKS) lainnya bukan liorban HIV/Aids dan NAIZA di luar
panti sosial, meliPuti:
i. metatsanat<an'penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti;
2. melaksanakan 

- peinterian bimbingan sosial kepada keluarga- Finyanaang Uaiatatr Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan
korban HIV/AIDS dan NAPZA; dan

3. melaksanalian kerjasama antar lembega dan kemitraan dalam
pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten'

". *il"k*.ttakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala- 
Aiarog Bidang iehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara

"igrai 
ro.uri Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan

Peigelolaan Taman Makam Pahlawan seeuai dengan tugas
jabatannYa.

-t
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Pasal 25

Subkoordinator Penanganan Warga Negara Migran Korban fiqdak
Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengclolaan Taman Makam
Pahlawan 

-mempuiyai 
tugas menyiapkan bahan perumusan. -dan

melaksanakan liebii-akan ieknis serta melakukan pembinlel bidang
penanganan warga rregata migran korban tindak kekerasan,
ienarrlanan bencana dan- pengelol,aan taman makam pahlawan, yang
metputi:
a. rirelak"anakan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban

tindak kekerasan dari tiatik debarkasi di daerah Kabupaten untuk
dipulanglan ke Desa/ Kelurahan Asal;

b. mllakufian perlindurigan sosial korban bencana alam dan sosial
kabupaten, meliputi:
1. melaksanakan penyediaan makanan;
2. meLaksanakan penyediaan sandang;
3. melaksanakan penyediaan tempat penampungan-pengungsl-;
4. melaksanakan |eninganan ldrusus bagi kelompok rentan; dan
5. melaksanakan pelayanan dukungan psikososial.

c. menyelenggarakan 
- 

pemberdayaan -- masyarakat terhadap
kesiapsiagaan bencana kabupaten' melr_putl:
t. meiat<s-anakan koordinasi,- sosialisasi dan pelaksanaan kampung

siasa bencanal dan
2. meiaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pel'aksanaan taruna

siaga bencana.
d. memiihara taman makam pahlawan nasional kabupaten, melip-uti:- i. melaksanakan rehabilita3i sarana dan prasarana taman makam

pahlawan nasional KabuPaten; dan
2. ilelaksanakan pemelihaiaan 

'taman 
makam pahlawan nasional

Kabupaten.

". *"fttoiirlot, t rg"" kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala- Bid;t Rehabilitisi Sosial, Penancanal warga .Negara Migran
Korbai Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan
Taman Makam PahLawan sesuai dengan tugas jabatannya'

Bagian Keenam
BidangPengendaliantft 

fl I"1SSH;"T} 
*avaanPeningkatan

Pasal 26

(11 Bidane Pensendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan
' ' Keluaiea Sei-ahtera berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab

kepadiKepila DINSOSDALDUKKB .

(21 Bidans Peneendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan
' ' Ketuaiga Sejihtera dipimpin oleh Kepala Bidang'

Pasal27

Bidane Pensendalian Penduduk dan Pemberday_aan Pening|<atan

K;il;g" S;j;hteia mempunyai tugas menyiapkan bahan -perumusan
f.uii.r&" " teknis, ;;tdar"ka" tooidinasi, -. membina . dan

men-eendalikanpelaksanaantugasbidangpengendalranpendudlrKoan
pem6erdayaan dzningkatan keluarga sejahtera'

sft,JfL* R"rT\osz l\L1
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Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal
27 Pemberdayaan Peningkatan
Keluarga tera fungsi:
a. pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengendalian penduduk;
b. penyiapan perumusan keb[jakan teknis, pembinaan dan

pemberdayaanpelaksanaan tugas bidang
keluarga sejahtera; dan

c. pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
DINSOSDALDUKKB sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Bidang
Keluarga Sejah

Pasal 5 ayat (l) furuf e, terdiri atas Jabatan

(2) Jabatan ga (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi
kegiatan Bidang

Keluarga
Subkoordinator sesuai

Penduduk dan
tera sebagaimana

Pendudukbertanggung jawab
dan Pemberdayaan

kepada
ahtera.

(3) Subkoordinator pada ayat 12) terdiri dari:
a.
b.

Subkoordinator Pengendalian Penduduk; dan
Subkoordinator Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

rangka kuantitas pendud

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pa.da ayat (3), dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang- ahli muda
atau senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas

tugas dan
kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 3O

Subkoordinator Pengendalian Penduduk mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta
melakukan pembinaan bidang pengendalian penduduk meliputi:
a. melakukan pemanduan dan sinkronisasi kebdakan pemerintah

daerah provinsi dengan daerah kabupaten dalam
uk, meliputi:

1. menyusrrn penyerasian ke
I(abupaten terhadap

Keluarga (Program KKBPK)Pembangunan
2. melaksanakan

Pembangunan
3. meLaksanakan

pembangunan
dukungan
berwawasan kependudukan

dan Pemanfaatan Grand
(GDPK) Tingkat Kabupaten;

survei/pendataan indeks

Design
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4. survei/ indeks pengetahuan
masyarakat tentang kependudukan;

5. melaksanakan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan
kependudukan
melaksanakan

jalur pendidikan formal,
6. penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan

jalur

jdur

kajian dampak

jalur pendidikan nonformal;
7. melaksanakan penyediaan dan bangan materi pendidikan

jalur formal sesuai isu lokal
dan

1O. melaksanakan implementasi

8. melaksanakan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan
Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu lokal
Kabupaten.

9. melaksanakan Advokasi, gesialis6ls,i dan Fasilitasi Pelaksanaan
Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan
Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal;

formal dan
11. melaksanakan implementasi

informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan;
12. melaksanakan advokasi tentang

kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan
dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;

13. melaksanakan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak
beserta model solusi strategis sebagai peringatan

dini dampak kepada pemanglru kepentingan;
14. melaksanal<an sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga; dan
15. melaksanakan rapat pengendalian program KKBPK.

b. Melakukan pengendalian penduduk cakupan
daerah

melaksanakan Perumusan Parameter Kependudukan;
melaksanakan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan;

Profrl Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga;

4. melaksanakan Pemetaan Kependudukan
5. melaksanakan Penyusunan IGjian Dampak Kependudukan
6. melaksanakan Pengembangan Model Solusi Strategis

Dampak
7. melaksanakan dan Indikator

WarningKerentanan Dampak Kependudukan (Early
System/ Peringatan Dini) ;

8. Membentuh Rumah Data di Kampung KB Untuk
Sektor Lain;Memperkuat Integrasi Program KKBPK di

9. Pemanfaatan Data Hasil Data
Keluarga;

10.
11.

melaksanakan Penyediaan Data dan
Pencatatan dan

12. melaksanal<an dan Pelaporan Data

1.
2.
3.

Iapangan dan Pelayanan KB; dan
t3. me-laksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan

Pelaporan Program KKBPK.
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pengendalian Penduduk
Keluarga Sejahtera sesuai dengan

dan Pemberdayaan

117l* il 21IA 4
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Pasal 31

Subkoordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
mempunyai tugas bahan perumusan dan melaksanakan
kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pemberdayaan

keluarga sejahtera meliputi:
a. melaksanakan pem keluarga melalui

ketahanan dan keluarga, meliputi:
1. melaksanakan Kelompok Ketahanan dan

Kesej ahteraan Keluarga;
2. melaksanakan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga;
3. melaksanakan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola

Ketahanan dan Keluarga;
4.melaksanakan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. melaksanakan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan

Pelaksana Ketahanan dan Kesej ahteraan Keluarga;
bagi Kelompok6. Biaya

Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan

Ketahanan dan Kesej ahteraan Keluarga;
8. melaksanakan

Program yang M
Kebiliakan dalam Pelaksanaan

IPK;
9. melaksanakan dan Pengembangan Materi IPK;

1O. melaksanakan Advokasi dan Promosi IPK;
1 1. melaksanakan Sosialisasi IPK;dan
12. melaksanakan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK.

b. melaksanakan dan peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan

keseja-hteraankeluarga mellaui
keluarga, meliputi:
1. melaksanakan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi

ketahanan dan

dalam
Program Ketahanan dan

Bidang
Keluarga Sejah

Kapasitas Mitra dan Organisasi
dalam Program Ketahanan dan

Ketahanan danPromosi dan Sosialisasi Program
Keluarga bagi Mitra Kerja.

kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan

tera sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 32

di bawah dan

Penggerakan
Kesejahteraan

Pembinaan
Keluarga;

2.

3.

c.

(1) Bidang Keluarga Berencana
jawab kepada Kepala DINSOSDALDUKKB.

(2) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang'

t4
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Pasal 33

Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat
(1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,
melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan
tugas bidang advokasi informasi dan edukasi,

tenaga penyuluh KB dan organlsasl
serta pelayanan keluarga berencana dan

alat dan obat kontrasepsi.

Pasal 34

Ddam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebiiakan teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelaksanaan tugas bidang advokasi komunikasi,
informasi dan edukasi;

b. penyrapan perumusan kebljakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
pelaksanaan tugas bidang tenaga

penyuluh KB dan penggerakan organisasi
c. penyiapan perumusan kebljaf<an teknis, koordinasi, pembinaan dan

tugas bidang pelayanan keluarga
berencana dan alat dan obat kontrasepsi; dan

d. tugas Lain yang diberikan oleh Kepala
UKKB sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 35

(1) Susunan Organisasi B Bidang Keluarga Berencana
dimaksud dalam Pasd 5 ayat (1) furuf f, terdiri atas Jabatan

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta
kegiatan Bidang Keluarga Berencana, melalui penetapan seb"gai

sesuai dengan ruang linglup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada KepaLa Bidang Keluarga Berencana.

(3 Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:)
a.
b.

Subkoordinator Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
Tenaga Keluarga

Berencana dan Penggerakan Organisasi Kemasyarakatan; dan
Pelayanan

Alat dan Obat
Keluarga Berencana danc

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh
pejabat fungsional dengan JenJang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior Yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan peLaksanaan tugas dan pengelolaan

kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.
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Pasal 36

Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Fxlukasi
mempunyai tugas bahan perumusan dan melaksanakan
keblja}an teknis serta melakukan pembinaan bidang advokasi,
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), yang meliputi:
a. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi (KIE) pengendalian

penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, meliputi:
1. meLaksanakan advokasi program KKBPK kepada stakeholders

dal mitra kerja;
2. metraksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program

KKBPK sesuai Kearifan Budaya lakal;
3. melaksanakan Penyediaan dan Disribusi Sarana KIE Program

KKBPK;
4. melaksanakan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media

Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
5. Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya

sesuai IGarifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK;
6. melaksanakan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui

Rapat Ifuordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);

7. melaksanakan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai

8. melaksanakan Pengendalian Program KKBPK.
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 37

Subkoordinator Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
dan Organisasi

bahan perumusan dan melaksanakan kebiiakan teknis
serta melakukan pembinaan bidang tenaga penyuluh
keluarga berencana dan pemberdayaan organisasi
meliputi:
a. melakukan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ Petugas lapangan

KB (PKB/PLKB), meliputi:
1. melaksanakan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini

Lapa.ngan oleh PKB/PLKB;
2. melaksanakan Penyediaan Sarana

PKB/PLKB;
3. melaksanakan Penguatan Pelaksana"an

Keluarga Berencana
mempunyai tugas

Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK
untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Iapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB); dan

4. melaksanakan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan
(rMP).

11
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b. dan peran serta
organrsasr tingkat daerah dalam

pelayanan dan kesertaan ber-KB, meliPuti:
Penguatan

dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan

Kampung KB; dan
4. melaksanakan Pembinaan Terpadu KamPung KB.

c melaksanakan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Keluarga Berencana sesuar dengan tugas jabatannYa.

Pasal 38

Subkoordinator Pelayanan Keluarga Berencana dan
bahanAlat dan Obat mempunyai tugas

perumusan dan melaksanakan kebdakan teknis serta melakukan

pembinaan bidang pelayanan keluarga berencana pendistribusian alat

dan obat kontrasePsi , meliputi:
kebutuhan alat dana. melakukan Pengendalian dan

obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah

kabupaten, meliPuti:
l.melaksanakan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat

dan Sarana Penunjang PelaYanan KB ke Fasilitas

Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;

2. melaksanakan
Ingistik Alat
Pelayanan KB;

Pengelola dan Petugas

dan Obat Kontrasepsi serta Sarana

3.melaksanakan Peningkatan Kesertaan Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Berat dan Kegagalan

4. Penyediaan Dukungan AYoman
Penggunaan MKJP;

Rencana Kebutuhan Alat dan Obat

(Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB;

Sarana Penunjang Pel,aYanan KB;

Pembinaan Pasca PelaYanan bagi Peserta KB;

melaksanakan Pembinaan PelaYanan Keluarga Berencana dan

Kesehatan ReProduksi
dan JejaringnYa;

di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan

9 melaksanakan Promosi dan Konseling Kesehatan

serta Hak-
Kegiatan;

Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok

10.
Tenaga PeLaYanan

Keluarga Berencana dan Kesehatan

1 Peran serta Organisasi

Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
2. melaksanakan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung

KB;
3. meiaksanakan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di

5

6.
7.
8.

1 1. melaksanakan Dukungan

t7
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12. melaksanakan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan
Pasca Keguguran; dan

13. melaksanakan Peningkatan Kesertaan KB Pria.
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kedelapan
UPT

Pasal 39

(1) Untuk melaksanal<an tugas teknis dan/atau tugas
teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala
UPT yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala

Pasal 4O

, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagan Kesembilan
Jabatan Fungsional

Pasal 41

(1) Pejabat sebagai pelaksana teknis
fungsional pada DINSOSDALDUKKB.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

di bawah dan bertanggung jawab secara langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam Peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan' dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan

Pembinaan
pada ayat
undangan.

terhadap Pejabat sebagaimana dimaksud
Sesuan ketentuan peraturart

1ltl2 -flrt1.,\4

(s)
(1), dilakukan
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Pasal 42

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB TV

TATA KER^'A

Pasal 43

Kepala DINSOSDALDUKKB, Sekretaris, Kepa1a - Bidang' Kgpdq
Su-UUagian, Subkoordinator, Kepala UPt dan Jabatan Fungsional
dalam - melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang diteteFkan oleh Bupati.

Pasal 44

Kepala DINSOSDALDUKKB, Sekretaris, $"prte - Bidanq, Xgp"E
Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional
dalam - meiaksanakan tugasnya memperhatikan prinslp manajemen
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

- 
pelaksanaan,

'moritoring, - evaluaii dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas
masing-masing.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DINSOSDALDUKKB, Sekretaris,
Xepata Bidang, Kepala Subbagian, rsubkoo$i3tor, Kepall Ypt a"q
.1"il1 , r.rt $iottit wajib menerapkan prinslp koordinasi, integrasi
dan sinkronilsi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam
.rr"rprn antar satuan organisasi dalam- linglrungan- Pemerintah Daeralt
serta'instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing'

Pasal 46

(11 Keoala DINSOSDALDUKKB, Sekretaris, Kepala Bidang, K.enat3
' ' Su'UUagian, Kepala UPT dan Subkoordinator, bertanggung. JawaD

a"f"*1r""ri*pit, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan

""tt p"torrj"f.-peiuniut Uagi pelaksanaan tugas bawahan masing-

masing.

l2l Keoala DINSOSDALDUKKB, Sekretaris, KepalS- Bidang' K9p+
'-' SriUU"gi"rr, Subkoordinator, Kcpala Ufl dan Jabatan Iirngslonar

*"iiu-il""ht"ti aan mematutri petunjuk dan bertanggung jawab

;;e; ;;"1il--masing-masing serta ilLenyarnpaikan liaporan tepat

walrtu.
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(3) Dalam meny€rmpaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan
Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dljadikan bahan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 47

Kepala DINSOSDALDUKKB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, Kepala UPT dan Jabatan
diangkat dan oleh pejabat yang berwenang sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

(1) DINSOSDALDUKKB wajib kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan Aparatur Sipil Negara

beban kerja.
berdasarkan analisis jabatan dan

analisis

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil
Negara sebagaimeura dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5O

Pada saat Peraturan Bupati
Tahun

ini mulai berlaku, Peraturan
Purworejo Nomor 61

dan Fungsi, serta Tata
2O2l tentarrg Kedudukan, Susunan

Kerja Dinas Sosial,Tugas
uk, Keluarga Berencana,

Anak Kabupa.ten
Tahun 2021 Nomor 6
berlaku.

Pendud
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Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal L Jantari 2022-

Agar setiap orang mengetahuinYa, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan
Kabupaten Purworejo.
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I"AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMORI? TAHUN 

'2ITENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI
SERTA TATA KER.JA DINAS SOSIAL,PENGENDAUAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWOREJO

I

KEPALA
DINSOSDALDUKKB

JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN
PERENCANAAN

SEKRETARIAT

SUBBAGTAN
KEUANGAN

SUBBAGIAN
TJMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG
PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL

BIDANG
REHABIUTASI SOSIAL, PENANGANAN

WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN, PENANGANAN BENCANA DAN
PENGEIOLAAN TAMAN MAKAM PAHI,AWAN

BIDANG
PENGENDAUAN PENDUDUK DAN

PEMBERDAYAAN PENINGKATAN KELUARGA
SB'AIITERA

BIDANG
KELUARGA BERENCANA

JABATAN
FUNGSIONALJABATAN

FUNGSIONAL
JABATAN

FUNGSIONAL
JABATAN

FlJNGSIONAL

UPT
BUPATI PURWORE.IO
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